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MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

UTAN MENTERI BUMN
T alaikum Warahmatuflaahi Wabarakaatuh,

=Tterikan apresiasi atas upaya Kementerian BUMN menerbitkan buku Sejarah Masionalisasi
= BUMN vang dapat menjadi pengetahuan dan pemahaman kepada semua pemangku

220 BUMN. Saya juga berterima kasih atas dukungan para Narasumber ahli, yang semuanya

== para Sejarahwan, sehingga buku sejarah Nasionalisasi ini menjelma menjadi buku yang
251 data dan fakta ilmiah, yang tentunya secara akademis dapat dipertanggungjawabkan,

w=t2kan, sejak saya menjadi Menteri BUMN, buku sejarah nasionalisasi ini merupakan buku
"S=0a dari buku lainnya yang dihasilkan Kementerian BUMN. Saya bangga dengan terbitnya

e

=222 Umum membahas tentang asal muasal eksistensi berbagai BUMN, rnulai dari zaman

S=2ndz, masa pendudukan Jepang, sampai pada nasionalisasi perusahaan-perusahaan yang

=22 Badan Usaha Milik Negara (BUMMN).

#5570 buku ini diharapkan semua pihak terkait terutama Direksi dan Dewan Komisaris/
“wrcswzs BUMN dapat memahami sejarah nasionalisasi aset-aset vang dijadikan aset
= m=mazhami esensi nasionalisasi tersebut sebagal fakia sejarah dan fakta hukum bagi
W= w2ng berdaulat. Lebih jauh, substansi semangat nasionalisasi tersebut yang ditujukan
We=tterakan rakyat Indonesia seharusnya dapat terus terpelihara dan terinternalisasi di diri
s = LN, baik Direksi, Dewan Komisaris/Dewan Pengawas maupun karyawan BUMN.

% memoaca buku sefarah nasionalisasi aset-aset BUMN ini, perlu disadari juga bahwa
e =221 ini sedang berjalan, yang kelak dapat kita baca: apakah itu sejarah tentang sebuah
SRS = malan sebaliknya. Namun tetaplah optimis bahwa kita semua sedang menulis
SRS i==v2an sebuah korporasi vang dinamai BUMN. [tulah yang saya tanarmkan dalam

“&=ctuning hope yang saya tulis setiap minggu. Optimisme itu harus selaly ada dan

S Verahmatullaahi Wabarakaatuh

Menteri
Badan Usaha Milik Negara,

o

Dahlan Iskan
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~cznzn data ke berbagai sumber
m=minta masukan dari berbagai
pomi. juga masukan dari Direksi

== repada semua pihak yang
ssbutkan para pakar yang telah
=z lzin Prof. Dr. Taufik Abdullah,
 Asnan, Or. Pujo Semedi Hargo
wr=es SUMN yang memberikan

= penulisan sejarah nasionalisasi

~ zset masing-masing BUMN
Jeum terkait nasionalisasi. Untuk
2o BUMMN agar terus disimpan
rs0 tersebut dapat ‘bicara’.

Kepala Biro Hukum
Kementerian BUMN,
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A Latar Belakang

= ax tahun 2011 kontribusi badan-badan usaha milik Negara yang berada di
==wah pengelolaan Kementerian BUMN kepada kas Negara telah mencapai angka
==n dari Rp 130 triliun. Tentu saja capaian ini memiliki nilai yang sangat besar
=23 Negara. Bukanlah hal yang mudah untuk mencapai reputasi ini mengingat
=rsozlan-persoalan yang dihadapi oleh pengelola sejak perusahaan-perusahaan
~ ==zmbil alih dari asing pada masa-masa awal kemerdekaan. Bahkan sekarang
= =~ banyak perusahaan-perusahaan di bawah Kementerian BUMN telah memiliki
sergakuan internasional sebagal perusahaan-perusahaan yang memiliki reputasi
“=+ Parusahaan-perusahaan itu bergerak di berbagai sektor usaha, antara lain:
s=rkebunan yang dikelola oleh PT Perkebunan Nusantara | sampai dengan X1V,
2 =ur transportasi kereta yang dikelola oleh PT Kereta Api Indonesia, (3) listrik
L&~ dikelola oleh Perusahaan Listrik Negara (PLN), (4) pelabuhan dan pelayaran
\= dikelola oleh Pelindo dan PT Pelni, dan sebagainya.
Se-_cznaan-perusahaan milik Negara yang ada di Indonesia pada saat ini
sec=c an besar memiliki akar sejarah di masa kolonial dan sebagian lagi di masa
\=—=-4skaan. Perusahaan-perusahaan yang didirikan selama periode Kolonial

- .---3clanda itu telah dinasionalisasi dan sebagian di antaranya berada di

==~ pengelolaan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Cikal bakal
e =zzan-perusahaan itu dapat dirunut ke belakang, sampai dengan abad ke-
% === periode ini, di sejumlah wilayah Indonesia, terutama Jawa telah berdiri
s ==-zan-perusahaan perkebunan. Di wilayah Surakarta misalnya, khususnya
= —=-=-+anah milik kaum bangsawan telah dikembangkan perkebunan tebu,
==k dan kopi. Di wilayah Priangan, usaha perkebunan tebu sudah ada sejak

SEJARAH NASIOMALISAST ASET-ASET BUMN




abad ke-17 yang diusahakan oleh orang Cina dan Belanda (VOC). Demikian pula di
Cirebon, perusahaan perkebunan kopi juga telah tumbuh pada abad ke-18.’

Pada dekade ketiga abad ke-19 pemerintah kolonial Belanda mulai merintis
perkebunan Negara melalui Sistem Tanam Paksa (1830-1870). Dalam waktu
hampir 40 tahun industri perkebunan pemerintah beroperasi di bawah koordinasi
sebuah badan dagang pemerintah Belanda, Nederlandsch Handels Maatschappif
(NHM) dan didanai oleh bank milik pemerintah kolonial Belanda di Indonesia, De
Javasche Bank?

Perusahaan-perusahaan eks perusahaan Belanda yang kini dikelola BUMN tidak
berembrio dari perusahaan Negara yang didirikan selama masa Tanam Paksa tetapi
dari Periode Liberal (1870-1900) dan Politik Kolonial Etis (1900-1942).3 Sejak masa
liberal, Negara tidak lagi memonopoli dunia usaha tetapi memberi keleluasaan
kepada pihak swasta. Perubahan ini terjadi karena pengaruh partai liberal yang
berhasil mendominasi kursi di parlemen Belanda pada saat itu. Sejak itu, investasi
asing di Hindia Belanda {termasuk oleh pengusaha swasta Belanda) berkembang
pesat. Banyak nengusaha swasta Eropa mulai menanamkan sahamnya di sejumlah
perusanaan di negara jajahan ini, mulai dari sektor perkebunan, transportasi (darat
dan laut), telekomunikasi (pos dan telegraf, pertambangan dan energi, dan
sebagainya. Usahanya tidak hanya di wilayah Jawa, tetapi meluas sampai pulau-
pulau lain di luar Jawa, terutama Sumatera, Sulawesi. dan Kalimantan.

Lahirnya politik etis, yang memiliki makna keterlibatan pemerintah dalam
peningkatan kesejahteraan rakyat bumi putera, tidak menghambat pertumbuhar
perusahaan-perusahaan swasta di Indonesia. Sektor swasta yang sudan
berkembang sejak masa politik kolonial liberal semakin berkembang pesz:
setidaknya sampai dekade kedua abad ke-20 sebelum depresi ekonomi yanz
melanda dunia tahun 1930-an. Perbedaannya adalah dalam hal penyediaan saranz
sarana untuk kesejahteraan rakyat oleh pemerintah kolonial Belanda, sepen

! Sartono Kartodirdjo dan Djoko Suryo, Sejarah Perkebunan di Indonesia Yogyskarta: Aditya Media, 1
Mubyarto, Tansh dan Tenaga Kerja Perkebunan Kajian Sosial Ekanomi, Yogyakarts: Aditya Media, 1992,

* Farkhan Bulkhin, “Kapitalisme, Golongan Menengah dan Negara: Ssbush Catatan Panslitian", ds=
Prisma, no. 8, tahun 1984,

*J.5. Furnivali, Hindiz Belanda: Studi tenfang Ekonomi Majemuk; Jakarta: Freedom Institut, 2003.
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cendidikan, irigasi, lapangan kerja di luar Jawa, kesehatan, dan kredit untuk
"=«yat. Secara teoritik, pihak perusahaan swasta diuntungkan karena tanggung
=30 sosial kepada rakyat ditanggung oleh pemerintah kolonial, dan diharapkan
senmbas pada membaiknya iklim investasi karena menurunnya gangguan sosial

=nmya perusahaan-perusahaan bak jamur di musim penghujan didorong oleh
“Ector utama, yaitu penyediaan lahan. Sejak tahun 1870, pemerintah kolonial
S=anda mengeluarkan Undang-undang Agraria (Agrarische Wet) yang memberi
#=oastian hukum pertanahan di Hindia Belanda. Bagi pengusaha swasta hal
. Derarti memberi kepastian untuk menggunakan lahan penduduk bumiputra,
=rizma melalui proses sewa lahan. Salah satu aturan adalah hak erpacht yang
memungkinkan para pengusaha untuk menyewa lahan dalam jangka waktu yang
2 2ng sampai dengan 75 tahun. Pendek kata, lahirnya Undang-Undang ini telah

TET0uka kran investasi asing untuk membangun bisnisnya di wilayah Hindia

S=2nda (Indonesia) yang memiliki aset-aset ekonomi yang luar biasa besarnya.®

Wzticz merdeka, dalam konteks ekonomi Indonesia seperti dikepung oleh aset-
===t ekonomi milik swasta yang berkembang pada masa kolonial, selain juga
#==t=set milik pemerintah kolonial Belanda. Aset-aset tersebut ada yang secara
#omomi menguntungkan, dan ada yang tidak menguntungkan. Keduanya
Te=ngsang semua elemen bangsa Indonesia (pemerintah dan rakyat) untuk
Teaeukan transformasi kepemilikan sebagai konsekuensi negara yang telah
wmeoe«z. Oleh karena status kepemilikannya berbeds, maka proses peralihan
W T=0 kategori aset tidak sama. Paling tidak peralihan aset ekonomi tersebut
TEEL gua cara, yaitu: peralihan kelembagaan dari pemerintah kolonial Belanda
W& temenntah Indonesia dan Nasionalisasi atau Indonesianisasi® Peralihan
WEmoegaan umumnya terjadi di lingkungan lembaga pemerintahan, yakni
W =moaga pemerintahan Hindia Belanda ke Pemerintah Republik Indonesia.

= Frnce, "Duteh Economic Policy in Indonesia, 1870-1942", dalam Angus Maddisan dan G. Frinca,
(SSe Sowth in Indonesiz 1820-1940, Verhandelingen van het Konimklik Instituut voor Taal, Land-and
e Desdrechi-Holland/Providence USA: Foris Publications, 1888, him, 203-227.

wormammad Tauchid, Masalah Agrania sebagal Masaiah Penghidupan dan Kemakmuran Rakyat Indanasia,
SEssacia, 1052, him., 38-50.
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=t omer, ' Indonesianisasi: A Historical Survey of Tha Rale of Palitics in the Institutions of A Changing
== T2 Second World 1o the War to The Eva of the General Elections {1940-1855)" Disertasi Cornal
s N 1.

SEJARAH MASIONALISAS] ASET-




Sementara nasionalisasi ditujukan pada aset-aset non pemerintahan, baik milik
swasta asing maupun badan usaha milik pemerintah Hindia Belanda. Proses
peralihan kelembagaan berlangsung beberapa saat setelah Indonesia merdeka.
sementara itu proses nasionalisasi terjadi dalam proses kemudian dan mencapai
titik puncaknya pada tahun 1957,

Inisiatif nasionalisasi semua berasal dari rakyat, terutama yang terkait dengan
pendukung partai-partai politik berbasis massa. Semangat nasionalisasi oleh
rakyat Indonesia semakin menguat setelah terjadinya Konferensi Meja Bundar.?
Salah satu klausul dari KMB adalah pengembalian Irian Barat (sekarang Papua)
ke dalam pangkuan Republik Indonesia. Akan tetapi ada kesan Pemerintah
Belanda tidak serius merealisasikan hasil konferensi itu, Akibatnya,” massa
rakyat bergelora dengan sentimen anti Belanda. Sentimen meluas hingga ant
terhadap kepemilikan Belanda di Indonesia. Akibatnya ada sejumlah aksi sepihak
pengambilalinan aset-aset perusahaan Belanda, termasuk lahan usahanya. Untuk
mengatasi kekacauan itu maka pemerintah Indonesia melakukan nasionalisasi
aset-aset perusahaan asing, terutama perusahaan Belanda yang ada di Indonesia.
Tim eksekusi nasionalisasi adalah pihak Angkatan Bersenjata (TNI), terutama dari
unsur Angkatan Darat.® Setelah tahun 1957, banyak perusahaan Belanda beralih
menjadi perusahaan Indonesia. Bahkan sebagian besar BUMN vyang kini ada
merupakan transformasi dari nasionalisasi tersebut.

Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan produk hukum untuk melegakar
nasionalisasi tersebut. Secara legal formal, proses nasionalisasi didasarkar
pada pelaksanaan UU No. 86 Tahun 1958 tentang Nasionalisasi Perusahaan-
Perusehaan Milik Belanda. Pasal 1 Undang-Undang itu menjelaskan bahwz
perusanaan-perusahaan milik Belanda yang berada di wilayah Republik Indones:z
yang akan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah dikenakan nasionalisasi dar
dinyatakan menjadi milik yang penuh dan bebas Negara Republik Indonesia

THW, Dick, &t al, The Emsrgence of National Economy: an Economic History of Indonese!
18002000 Passau: 1999, hlm. 14

#Bondan Kanumayaso, Nasionalisasi Perusahaan Belanda df Indonesia, Jakarta: Sinar Haragan, 2001, hir &

#Hariyono, "Masionalisasi dan Kontraks| Ekonomi Indonesia di Akhir Tahor 1960sn" dalam Jumal Ekones
dan Manajemen Volume 8 No.1, him, 127.

" Lihat Undang-undang Republik Indonesia No. B& Tahun 1958 Tentang MNasionalisasi Perusahas
perusahaan Milik Belanda, dalam hukum enfine.com diakses pada 10 Seprember 2012,
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